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1.1 Latar Belakang
Setiap individu membutuhkan individu lainnya untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya, begitu pula dengan para pelaku usaha yang satu sama lain saling
bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan usahanya. Guna menjamin kepastian
hubungan hukum di antara para pelaku usaha tersebut, maka kerjasama yang
dilakukan oleh para pelaku usaha tersebut diwujudkan dalam bentuk perjanjian

tertulis yang biasanya disebut dengan kontrak.

Kontrak pada dasarnya merupakan dokumen tertulis yang memuat keinginan-
keinginan para pihak untuk mencapai tujuan-tujuan komersialnnya dan bagaimana
pihak-pihaknya diuntungkan, dilindungi, atau dibatasi tanggungjawabnya dalam
mencapai tujuan-tujuan tersebutl. Fungsi yuridis kontrak dalam hubungan bisnis
tidak hanya memberikan kepastian mengenai subjek dan objek kerjasama bisnis,
tetapi juga sebagai alat bukti-apabila dikemudian hari terjadi sengketa diantara para
pihak. Agar suatu kontrak dapat dilindungi-hak-hak para pihak didalam perjanjian,
maka diperlukan pengetahuan yang memadai di bidang hukum perdata, khususnya

hukum perikatan dan hukum perjanjian dalam pembuatan suatu kontrak.

! Erman Rajagukguk, Kontrak Dagang Internasional dalam Praktik di Indonesia, (Jakarta;Ul
Press,1994) hal. 1.



Perikatan (verbintenissen) didefinisikan oleh Pitlo yang dikutip dalam buku
Salim, H.S. yaitu sebagai suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan
antara dua orang atau lebih dimana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi dan
pihak lainnnya berkewajiban atas suatu prestasi®. Pihak yang berhak atas suatu
prestasi dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban
dinamakan sebagai debitu atau si berutang. Perikatan menurut Pasal 1233 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya disebut dengan KUHPerdata dapat

lahir dari perjanjian maupun dari undang-undang.

Perjanjian (overeenkomsi) sebagai suatu perbuatan hukum dengan mana satu
orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya dengan satu
orang atau lebih®. Perjanjian pada dasarnya merupakan suatu perbuatan hukum
berganda yang memenuhi unsur-unsur_perjanjian, anatara lain: kata sepakat dari
para pihak atau lebih, kata sepakat yang tercapai harus bergantung kepada para
pihak, kainginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum, akibat
hukum baik untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban yang lain atau timbal
balik, dan dibuat dengan mengindahkan ketentuan perungdang-undangan®. Apabila
salah satu unsur-unsur perjanjian tidak terpenuhi, maka perbuatan hukum tersebut

bukan perjanjian, melainkan perbuatan hukum berganda lainnya.

2 Salim H,S., Hukum Kontrak, Cetakan kelima (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal.45.

3 Setiawan, R., Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Cetakan Keenam, (Bandung: Putra A Bardin, 1999),
hal. 2.

4 Herlien Budiono, Ajaran Hukum Perjanjian dan Penerapan di Bidang Kenotariatan, Cetakan
keempat, (Bandung: Citra Aditya Bakti,2014), hal. 5.



Ketentuan-ketentuan umum mengenai huku pernjanjian dalam hukum positif
Indonesia diatur dalam Buku Il KUHPerdata tentang perikatan. Buku Il
KUHPerdata menganut sistem terbuka. Sistem terbuka hukum perjanjian artinya
setiap orang bebas mengadakan perjanjian, baik dalam bentuk yang telah ditur
dalam KUHPerdata yang lazimnya disebut dengan perjanjian bernama amupun
dalam bentuk yang tidak diatur dalam bentuk KUHPerdata yang lazimnya disebut

perjanjian tidak bersama.

Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak, baik perjanjian bernama maupun
perjanjian tidak bernama, tunduk terhadap asas-asas hukum perjanjian yang
terkandung dalam Pasal 1338 KUHPerdata yaitu, asas kebebasan berkontrak
(contracsvrijheid), asas konsesualisme (consesueel), asas kekuatan ‘mengikat
(verbinde kracht der ovreenkomst), dan asas itikad baik (good trouw). Kebebasan
dalam berkontrak artinya para pihak bebas untuk membuat perjanjian atau tidak
membuat perjanjian, bebas mengadakan perjanjian dengan siapapun, bebas
menentukan bentuk perjanjian baik lisanatau tertulis dan akta dibawah tangan atau
akta autentik, serta bebas menentukan isi perjanjian tersebut sepanjang tidak
melanggarbundang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Konsekuensi dari
kebebasan berkontrak tersebut yaitu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku
sebagai undang-undang bagi para pihak yang mengikatkan dirinya, dalam artian

perjanjian tersebut memiliki daya paksa terhadap para pihak untuk memenuhi apa



yang tertuang didalam perjanjian, oleh karenanya perjanjian tersebut haru

dilaksanakan oleh para pihak dengan itikad baik.>.

Itikad baik harus ada dalam setiap tahapan pembuatan perjanjian, mulai dari
tahap sebelum perancangan perjanjian (pra-contractual), tahap - perancangan
perjanjian (contractual), hingga tahap 'setelah rancangan perjanjian (post-
contractual). Pada tahap perancangan perjanjian terjadi proses penawaran (aanbod,
offer) dan penerimaan (aanvaarding, acceptance) diantara para pihak. Pada taha
contractual terjadi persesuaian pernyataan kehendak diantara para pihak,

sedangkan tahap post-contractual merupakan tahap pelaksanaan perjanjian.®

Umunya para pihak pada tahap pra-contractual dalam perjanjian di bidang
bisnis mengadakan negosiasi terlebih- dahulu mengenai hal-hal yang akan
disepakati, setelah dicapainya kesepakatan diawal (prelimary agreement) dalam
negosiasi, tahap berikutnya adalah membuat suatu dokumen pra-contract tersebut
menggunakan judul dengan berbagai istilah, salah satu judul yang biasanya
digunakan adalah Memorandum Of Understanding untuk -selanjutnya disebut

dengan MOU.

MOU secara gramatikal diartikan sebagai nota kesepahaman. Black’s Law
Dictionary mengartikan memorandum adalah dasar untuk memulai penyusunan

kontrak secara formal pada masa mendatang, sedangkan understanding diartikan

5 Sudrayat, Hukum Bisnis Suatu Pengantar, Cetakan kesatu, (Bandung: Jendela Mas Pustaka, 2008),
hal. 10.
6 Salim H.s, Op.Cit., hal 26.



sebagi pernyataan persetujuan secara tidak langsung terhadap hubungannya dengan
persetujuan lain, baik secara lisan maupun tertulis. Berdasarkan terjemahan kedua
kata tersebut maka dapat dirumuskan definisi MOU adalah dasar penyusunan
kontrak pada masa mendatang yang didasarkan pada hasil permufakatan para

pihak, baik secra tertulis maupun lisan.’

Praktik pembuatan MOU pada tahap pra-contractual pada dasarnya tidak
dikenal dalam hukum perjanjian sistem hukum Eropa Kontinental (Civil Law
System) melainkan lebih dikenal dalam hukum Anglo Saxon (Common Law
System). Perkembang kerjasama dibidang bisnis antara pelaku usaha dalam negeri
dengan pelaku usaha luar negeri sebagai akibat adanya globalisasi menyebabkan
terjadinya pertemuan sistem hukum Eropa Kontinental dan sistem hukum Anglo
Saxon yang saling mempengaruhi. Salah satu contoh pertemuan kedua sistem
hukum tersebut dibidang hukum perjanjian adalah mulai dikenalnya pembuatan
MOU pada tahap pra-contractual dalam hukum perjanjian sistem hukum Eropa

Kontinental.

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental
belum memiliki peraturan perundang-undangan yang secara Ssah mengatur
mengenai MOU. Pengaturan mengenai MOU di Indonesia mengacu kepada
ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam Buku Il KUHPerdata sebagai

konsekuensi dari sifat sistem terbuka hukum perjanjian dan asas kebebasan

7 Salim, H.S., Perancangan Kontrak dan Memorandum Of Understanding (MOU), Cetakan
Keenam,(Jakarta: Sinar Grafika,2014), hal. 46.



berkontrak. Ketiadaan peraturan perundang-undangan yang secara khusus
mengatur mengenai MOU di Indonesia dan adanya perbedaan anatara hukum
perjanjian sistem hukum Eropa Kontinental dengan hukum perjanjian sistem Anglo
Saxon menimbulkan berbagai pendapat diantara para ahli hukum mengenai
kedudukan hukum dan kekuatan mengikat suatu MOU dalam hukum perjanjian
Indonesia karena sebagian ahli _hukum menalaah kedudukan dan kekuatan
mengikat suatu MOU hanya berdasarkan kepada asas-asas dam kaidah-kaidah
hukum'-perjanjian sistem hukum Anglo Saxon tanpa menalaah terlebih lanjut
kedudukan dan kekuatan mengikat suatu MOU berdasarkan asas-asas dan kaidah-
kaidah hukum perjanjian Indonesia, sedangkan sebagaian ahli hukum lainnya telah
menalaah kedudukan dan kekuatan mengikat suatu MOU berdasarkan kepada asas-

asas dan kaidah-kaidah hukum perjanjian-Indonesia.

Kedudukan MOU menurut hukum perjanjian sistem hukum Anglo Saxon bukan
suatu perjanjian, melainkan hanya suatu dokumen yang memuat keinginan (intent)
awal para pihak yang berfungsi sebagai dasar dalam pembuatan contract dalam arti
perjanjian. pokok yang nantinya -akan dibuat®, akan tetapi hukum perjanjian
Indonesia mengenal jenis perjanjian obligattoir yang memiliki fungsi serupa
dengan fungsi MOU menurut perjanjian sistem hukum Anglo Saxon. Jenis
perjanjian obligatoir antara lain perjanjian bantuan (accesoir) yang berfungsi untuk

mempersiapkan pembuatan suatu perjanjian pokok yang nantinya akan dibuat atau

8 Huala Adolf, Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional, Edisis Revisi, Cetakan Ketiga, (Bandung:
Refika Aditama, 2010), hal. 116.



dapat pula berfungsi untuk memperkuat suatu perjanjian pokok yang telah dibuat
terlebih dahulu. Oleh sebab itu penulis merasa tertarik untuk diteliti mengenai
kedudukan MOU dalam hukum perjanjian Indonesia, dalam arti apakah MOU
menurut asas-asas dan kaidah-kaidah  hukum perjanjian Indonesia dapat

digolongkan dalam suatu perjanjian.

Pada praktik pelaksanaan MOU di Indonesia ditemukan berbagai gugatan
wanprestasi yang diajukan oleh salah satu pihak dalam MOU karena tidak
dilaksanakannya substansi MOU oleh pihak lainnya, selain itu ditemukan pula
gugatan wanprestasi karena dibatalkannya MOU secara sepihak oleh salah satu

pihak. Salah satu contoh kasus yaitu :

1. Putusan Nomor 1788 K/Pdt/2014 Kasus Gugatan Wanprestasi atas
Kesepakatan Dalam Memorandum Of Understanding (MOU) anatara Tergugat
yaitu PT. PENGEMBANG PARIWISATA BALI dan Turut - Tergugat
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTRIAN BADAN USAHA
MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cqg. MENTERI BADAN USAHA
MILIK NEGARA melawan Penggugat yaitu PT. JAYA MAKMUR BERSAMA
dan Atas Objek hukum-Pengembangan Kawasan Lot C-5 atas lahan dengan
Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 4/Desa Benoa,  karena tidak tercapainya
kesepakatan mengenai jumlah kompensasi yang akan diterimal oleh Tergugat
hingga batas waktu penandatanganan MOU telah terlewati. Bahwa tidak

tercapainya kesepakatan antara Penggugat dan Tegugat adalah Tergugat



menginginkan jumlah kompensasi yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan

yang diatur dalam MOU.

2. Putusan Nomor 40/PDT/2014/PT.AMB Kasus Gugatan Wanprestasi atas
Kesepakatan Dalam Memorandum Of Understanding (MOU) anatara Tergugat
yaitu RUSLAN TANOKO sebagai Tergugat melawan Belly Chandra Pranata
sebagai Penggugat dan Atas Objek Hukum Sebidang Tanah seluas 5.250 M? (Lima
Ribu dua Ratus Lima Puluh Persegi) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor :
906/Lateri. Yang di miliki oleh Penggugat. Karena tidak tercapainya kesepakatan
pembayaran jual beli yang telah di tuangkan dalam MOU tertanggal 08-Oktober-
2010, sebagai tahap awal perjanjian jual beli yang disepakati oleh Penggugat dan
Tergugat, bahwa dari harga yang disepakati di awal yaitu sebesar Rp.
3.700.000.000,- ( Tiga Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah ) dengan pembayaran awal
sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) oleh Tergugat kepada Penggugat,
sebagai Uang Muka terhadap transaksi jual beli sebidang tanah tersebut, dan
dilakukan pembayaran berikutnya oleh tergugat atas harga jual beli atas sebidang
tanah yang di terima penggugat sebesar Rp. 3.250.000.000,- (Tiga Milyar Dua
Ratus Lima Puluh-Juta Rupiah) dari keseluruhan nilai transaksi jual beli atas
sebidang tanah hak milik Penggugat. Maka pembayaran harga yang telah diterima
oleh Penggugat sebagai pembayaran panjar sebesar Rp. 3.350.000.000,- (Tiga
Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), sehingga sisa jual beli tanah yang
mesti di terima Penggugat sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta

Rupiah) yang merupakan kewajiban Tergugat kepada Penggugat, dan pada sisa



harga jual beli atas sebidang tanah Penggugat tersebut, hingga saat ini tidak
dibayarkan, karena tidak dipenuhinya kewajiban Tergugat untuk membayar sisa
harga jual beli objek jual beli kepada penggugat, merupakan perbuatan Ingkar
Janji/Wanprestasi yang sangat merugikan penggugat baik secara materil maupun

imateril.

Sengketa-sengketa tersebut timbul karena adanya tanggapan yang menganggap
bahwa kekuatan mengikat MOU menurut hukum perjanjian Indonesia sama dengan
kekuatan mengikat MOU, dan menurut hukum perjanjian sistem Anglo Saxon
yakni hanya mengikat secara moral (morally binding)®, akan tetapi hukum
perjanjian Indonesia mengenal asas kekuatan mengikat suatu perjanjian (pacta sunt
servanda) dan asas konsensualisme yang tersirat dalam Pasal 1338 KUHPerdata,
maka menarik pula untuk diteliti bagaimana hal yang mengenai kekuatan mengikat

MOU menurut asas-asas dan kaidah-kaidah hukum perjanjian Indonesia.

Kebutuhan akan pembuktian tertulis dalam kegiatan bisnis semaki mengikat
sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum.-Alat bukti tertulis
dalam hukum perdata dapat berupa akta dibawah tangan maupun akta autentik.
Akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para
pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat umum dan baru dapat menjadi alat bukti
yang sempurna apabila para pihak menandatangani akta tersebut dan mengakui

kebenaran tanda-tangannya, sedangkat akta autentik adalah akta yangdibuat oleh

® Huala Adolf, Dasar-Dasar Hukum Kontrak, Op.Cit., hal. 117.



atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu menurut ketentuan
undang-undang dan dengan sendirinya merupakan alat bukti sempurna sepanjangn

tidak dapat dibuktikan sebaliknya®®.

Salah satu pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik adalah
Notaris sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
2 Tahun 2014 atas perubahan dari Undang-Undang Republik Indonesia No 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris selanjutnya disebut dengan UUJN. Akta
autentik yang dibuat oleh atau dibuat dihadapan Notaris dalam kedudukannya
sebagai pejabat umum disebut dengan akta notaris. Akta notaris agar menjadi akta
autentik harus memenuhi syarat-syarat antara lain, akta dibuat oleh dan dihadapan
seoran pejabat umum, pejabat umum-tersebut harus mempunyai wewenang untuk
membuat akta tersebut, dan akta harus dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan

oleh Undang-Undang**.

Ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur = secara -khsusu
tentang MOU di-Indonesia menimbulkan berbagai bentuk formalitas suatu MOU
dalam praktik pembuatan MOU di Indonesia, pembuatan MOU yang dibuat sendiri
oleh para pihak dalam bentuk akta dibawah tangan tanpa ada bantuan dari Notaris
karena adanya anggapan bahwa MOU bukan merupakan suatu perjanjian sehingga
tidak mengikat para pihak yang mebuatnya. Pada praktiknya ditemukan pula

pembuatan MOU yang dibantu dibuatkan oleh Notaris, akan tetapi MOU tersebut

10 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Ketujuh, Cetakan Kesatu,
(‘Yogyakarta: Liberty, 2006), hal. 158.
11 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, Cetakan Ketiga, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hal.127.



dinyatakan oleh Notaris dalam bentuk akta dibawah tangan, kemudian Notaris
tersebut melakukan pengesahan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal
(legalisasi) atau membukukan (warmeking) MOU tersebut. Pembuatan MOU oleh
Notaris dalam bentuk akta autentik jarang ditemukan, UUJN hanya menentukan
bahwa Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik mengenai
semua perbuatan, perjanjian dan penetapan. Oleh sebab itu menarik pula untuk
diteliti mengenai kewenangan Notaris selaku pejabat umum yang berwenang
membuat akta autentik dalam pembuatan suatu MOU dalam bentuk akta autentik

menurut JUJN.

Penelitian mengenai MOU untuk Tugas Akhir belum pernah diangkat sebagai tesis
pada Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan, akan
tetapi penelitian tentang MOU telah dan pernah diangkat dan dibahas sebagai skripsi

pada program Sarjana Fakultas Hukum di Universitas :

1. Primawinda Maharani, pada tahun 2011, Universitas Padjajaran dengan judul
skripsi  “Kedudukan Hukum -Memorandum Of Understanding menurut Hukum

Internasional Dan Implementasinya di Indonesia.

2. Imam Subekti, pada tahun 2011, Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan judul
“Memorandum Of Understanding Antara Pmerintah Indonesia Dengan Gerakan Aceh
Merdeka Menurut Hukum Internasional dikaitkan dengan Kedaulatan Negara

Kesatuan Republik Indonesia”.



Perbedaan dengan tesis yang akan kaji oleh Penulis terletak pada objek penelitian
yang diangkat sifatnya lebih spesifik. Penulis membahas mengenai kedudukan hukum
MOU dan kekuatan mengikat MOU dalam hukum perjanjian Indonesia dan sudut
pandang MOU dalam hukum bisnis, serta membahas mengenai kewenangan Notaris
selaku pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dalam pembuatan
MOU di Indonesia. Instrument hukum yang digunakan dalam penelitian ini tidak
hanya berupa peraturan perundang-undangan mengenai hukum perikatan dan hukum
pembuktian yaitu KUHPerdata, tetapi juga menggunakan peraturan perundang-

undangan mengenai jabatan Notaris yaitu UUJN.

Berdasarkan uraian diatas maka Penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut
permasalahan mengenai kekuatan dan kedudukan hukum suatu MOU dalam hukum
perjanjian Indonesia serta kewenangan yang dimiliki oleh Notaris dalam pembuatan

MOU menurut UUJN kedalam bentuk tesis dengan judul :

“Kekuatan Mengikat dan Kedudukan Hukum Memorandum Of Understanding
(MOU) Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Bentuk Akta Autentik Ditinjau Dari

Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”

1.2. Rumusan-Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka Penulis merumuskan pokok

permasalahan sebagai berikut :



1. Bagaimana kekuatan mengikat dan kedudukan hukum Memorandum Of
Understanding (MOU) dalam hukum perjanjian di Indonesia berdasrkan

ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ?

2. Bagaimana kewenangan Notaris untuk membuat Memorandum Of
Understanding (MOU) dalam bentuk akta autentik berdasarkan ketentuan-

ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai Jabatan Notaris ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisa kedudukan suatu hukum MOU dalam hukum
perjanjian Indonesia serta memperoleh kepastian hukum mengenai kekuatan

mengikat suatu MOU menurut hukum perjanjian Indonesia.

2. Untuk mengkaji dan menganalisa kepastian hukum mengenai kewenangan yang
dimiliki oleh Notaris sebagai pejabat umum untuk membuat suatu MOU di

Indonesia dalam bentuk-akta autentik menurut UUJN.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkam memberikan kegunaan anatara lain untuk :

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan sumbangan pemikiran

dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum di Indonesia, khususnya



bidang ilmu hukum perjanjian dan hukum pembuktian, sehingga dapat dijadikan
referensi ilmiah bagi para pihak yang berkepentingan, baik bagi akademisi

maupun bagi praktisi hukum.

2. Kegunaan Praktis

a. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya
dan bagi praktisi hukum mengenai kekuatan dan kedudukan serta akibat hukum

suatu MOU menurut hukum perjanjian Indonesia.

b. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi praktisi hukum, khususnya
bagi Notaris dalam menjalankan kewenangannya untuk membuat akta-akta
autentik mengenai perbuatan, perjanjian dan atau penetapan yang berdasarkan

hukum yang berlaku diperbolehkan untuk dibuat dalam bentuk akta autentik.

1.5. Sistematik Penulisan

Tesis ini disusun sedemikian rupa yang terdiri dari lima bab dan pada setiap bab
tersebut diuraikan kembali menjadi sub bab yaitu sebagian uraian yang lebih kecil dari

tesis ini.

BAB | PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menjelaskan pengertian dan memberikan
gambaran untuk pembaca mengenai topik yang akan dijelaskan lebih lanjut

dalam tesis ini mengenai Nota Kesepahaman atau Memorandum Of



BAB Il

BAB III

BAB IV

Understanding (MOU) dan membagi menjadi lima sub bab, yaitu latar
belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian, kerangka teori dan

sistematika penulisan.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis melakukan peninjauan kembali pustaka
terkait topik pembahasan tesis diatas yaitu tentang uraian Memorandum Of
Understanding (MOU), Notaris, Perjanjian, dan tentang permasalahan
yang berkaitan tidak selalu tepat mengenai isi topik penulisan tetapi

termasuk pula pada bagian tersebut.

METODE PENELITIAN

dalam BAB 111 menjelaskan langkah yang dimiliki dan dilakukan
oleh penulis'dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta
melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode
penelitian memberikan ‘gambaran rancangan penelitian yang meliputi
antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, jenis
penelitian, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-

data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Pada BAB 1V penulis memberikan pembahasan serta analisis dan

jawaban mengenai rumusan masalah yang terdapat didalam BAB | yaitu



BAB V

mengenai Bagaimana Kekuatan Mengikat dan Kedudukan Hukum
Memorandum Of Understanding (MOU) dala hukum perjanjian di
indonesia berdasrkan ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata ? dan  Bagaimana kewenangan Notaris untuk membuat
Memorandum Of Understanding (MOU) dalam bentuk akta autentik
berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan

mengenai Jabatan Notaris ?

PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari penulisan atau penutup dari isi tesis ini, dan
disusun kesimpulan-kesimpulan yang merupakan intisari yang dibahas
dari bab per bab berdasarkan hasil penelitian penulis dan disertakan juga
saran dari_penulis yang bermanfaat guna dijadikan bahan pertimbangan
untuk mengembangkan lembaga hukum. Saran-saran ini.merupakan

usulan dan rekomendasi dari hasil kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



